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PERJANJIAN I(ERJA SAMA
ANTARA

LEMBAGA PEMBINAAI\ KIIUSUS ANAK KLAS I KUPANG
DENGAN

LEMBAGA BANTUAI{ HUKUM SURYA NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG

PEMBERIAI\{ BANTUAN HUKUM GRATIS
BAGIANAK DAN WARGABINAANMISKIN

PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS t KT]PANG

NOMOR : W.22.PAS.3.HM.04.03- 207

NOMOR : 010/PKS/LBII-SNTT/III2023

Pada hari ini, Senin, tanggal Tiga Belas ,bulan Februari , Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga,

bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang, kami yang bertanda tangan di

bawah ini :

l.Nama
Jabatan

IDAM WAHJU KIJNTJORO, A.MD.IP. SH.,IU.H.

Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I
Kupang

Jl. Matahari No. 8, Kelurahan Oesapa Selatan, Kecamatam Kelapa

Lima , Kota Kupang , Nusa Tenggara Timu

E.NITAJUWITA
Ketua Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT
Jl. Perintis Kemerdekaan I, No. 001, Kayu Putih, Kelurahan

Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

o 2. Nama

Jabatan

Alamat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Bantuan Hukum Surya NTT untuk

selanjutnya disebut PIHAK II.

Selanjutnya PIIIAK I dan PIIHK II secara bersama-sama disebut PARA PIIIAK dalam

kedudukannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas telah sepakat mengadakan

Kerjasama berdasarkan pada prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

ft

Alamat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I

Kupang untuk selanjutnya disebut PIHAK I.



o

o

l. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 201 I tentang Bantuan Hukum;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata

Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013

tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi

Kemasyarakatan ;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor l0 Tahun

2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang

Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

PASAL I
TUJUAI{ KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan bantuan hukum bagi Anak dan Warga

Binaan miskin yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

PASAL 2

RUAI{G LINGKT]P KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi i

a. Pendampingan Anak dan Warga Binaan miskin yang berhadapan dengan hukum dalam

semua tingkatan peradilan secara gratis; dan

b. Pemberian konsultasi terhadap masalah yang dihadapi oleh Anak dan Warga Binaan miskin
yang berhadapan dengan hukum secara gratis.

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

(l) PIHAK I berkoordinasi dengan PIHAK II apabila terdapar Anak dan Warga Binaan miskin
yang berhadapan dengan hukum yang tidak didampingi penasehat hukum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
(2) PIHAK II menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten untuk memfasilitasi

PIHAK I dalam memberikan pendampingan dan konsultasi sebagaimana dimakud dalam

Pasal 2 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(



PARAPIHAKsepakatbahwasegalabiayayangdikeluarkansehubungandengan
p"f"f*r"* p"rianjian Kerja Sama ini' dibebankan kepada PIHAK KEDUA'

PASAL 4
PEMBIAYAAI{

PASAL 7

LAIN.LAIN

o (l) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal

penandatanganan.

tZl iangka waftu rer;an3ian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan

' ' 
t eUitut ar, Uerdasarkan kesepakatan PARA PIIIAIC

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan Pelaksanaan Kerja Sama ini' PARA

riff,Lf ,"putu, untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat'

o (l)Apabilaterjadihal-halyangdiluarkekuasaankeduabelahpihakatauforcemajeure,dapal
dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan

dengan pers€tujuan kedua belah pihak'

(2) Yang termasukforce majeure adalah :

a. Bencana alam;

b. Tindakan pemerintahan di bidang fiscal dan moneter;

c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;

(3) Segala perubahan darVatau" pembatala=n terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur

bersama kemudian oleh PARA PIHAIC

(4).Perubahan sebagaimana Ai*"f""a pada ayat (3) ditetapkan dalam bentuk addendum melalui

pemberitahuantertulisdarisalahsatupihakkepadapihaklainuntukdibahaslebihlanjut.
(5)Penetapanaddendumsebagaimanadimaksudnadalvat(4)dilakukanpalinglambatl(satu)

bulan terhitung selat< periUeritatruan tertulis diterima dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini'

PASAL 5

JANGKAWAKTU



PASAL 8

PENUTUP

Perjanj ian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sebagai naskah asli, bermaterai cukup

dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat para pihak, dibuat dan ditanda

tangani oleh para pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PARA PIHAK

o
PIHAK I PIHAK II

PLT. PEMBINAAN
I KUPANG,

\, BANTUAN HUKUM
NTT

IDAM KUNTJORO
199403 I 001

AI JUWITA (

o


